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ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kondisi objektif peranan badan
permusyawaratan desa dalam mengawasi pemerintah di Desa Cupang, Cirebon.
Rumusan masalah yang akan diajukan yaitu : Bagaimana peranan badan
permusyawaratan desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah di desa
Cupang, Cirebon?; Apakah faktor penghambat badan permusyawarakatn desa
dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa Cupang, Cirebon?.
Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian
dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka, penyebaran angket/kuesioner
kepada badan permusyawaratan desa dan tokoh masyarakat serta menggunakan
wawancara kepada tokoh masyarakat dan kepala desa. Data penelitian
dikumpulkan dengan angket/kuesioner diolah dengan bantuan program statistik
deskriptif dan hasilnya disajikan dalm bentuk tabel distribusi frekuensi. Analisis
dilakukan dengan menggunakan perundang — undangan dipadukan dengan
pendekatan sosiologis. Hasil studi ini  menunjukan bahwa badan
permusyawaratan desa di Desa Cupang belum berperan secara optimal dalam
mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa, tidak rutin melakukan
pengawasan secara langsung ke dalam masyarakat dengan melihat
pembangunan / kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa, kurangnya
pantauan secara rutin mengenai arus kas masuk dan keluar dana desa yang
merupakan bagian dari pengawasan kepada pemerintah desa serta belum rutin
mengenai kegiatan musyawarah dengan pemerintah desa; Faktor penghambat
yang begitu komplek yang dimulai dari keadaan internal itu sendiri. Selain itu
faktor yang lebih krusial dan penting untuk di benahi yaitu koordinasi antara
badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa yang kurang baik dan tidak
adanya keharmonisan diantara keduanya. Penelitian ini merekomendasikan
adanya perbaikan hubungan anatara badan permusyawaratan desa dan
pemerintah desa, melakukan peranan badan permusyawaratan desa secara
optimal dan melakukan pembenahan baik kondisi internal maupun eksternal.

Kata Kunci : badan permusyawaratan desa, pemerintah desa



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah
Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan
susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa. Dalam hal ini ,
pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan

pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten.

Pemerintahan desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling
berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan pemerintahan desa
langsung berhadapan dengan masyarakat, hal tersebut yang merupakan cara
agar pemerintah tahu permasalahan yang sebenernya. Pemerintahan desa
memiliki peranan yang signifikan dalam peranan proses sosial didalam
masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah
bagaimana menciptkan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan
pelayanan social yang baik, sehingga membawa warganya pada kehidupan

yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.?

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan
daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang

berada di wilayah desa tersebut. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme

1 Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Mekanisme Akuntabilitas, Ctk. Pertama, Setara Press, 2012, him. 41.



penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari
Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua
tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk
dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan

perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Adanya pemerintahan Desa merupakan sebuah cerminan dari otonomi
daerah. Desa di Indonesia memiliki hukum sendiri dan desa juga merupakan
yang paling tua menjalankan otonomi daerah. Lebih lanjut Soetardjo
menyatakan bahwa hak otonomi atau hak untuk mengatur dan mengurus rumah
tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat adalah
kewenangan dan kewajiban tidak hanya yang bersangkutan dengan
kepentingan kerohanian. Tidak hanya yang berkenaan dengan kepentingan
pemerintahan (kenegaraan), akan tetapi juga berkenaan dengan kepentingan
penduduk perseorangan. Teranglah bahwa isi otonom desa menurut hukum

adat adalah sangat luas?.

Senada dengan pandangan Soeetardjo, Bayu Suraningrat juga
mengatakan otonomi desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa terbentuk.
Otonomi desa berlandaskan adat, mencangkup kehidupan lahir dan batin

penduduk desa, dan tidak berasal dari pemberian pemerintah.®

2 Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa, Balai pustaka, Jakarta, 1984, HIm. 282.
3 Bayu Surianingrat, Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979, Metro Pos, Jakarta,
1980, him. 14.



Sejatinya otonomi daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat
secara merata sampai ke bagian terkecil pemerintahan yaitu desa. Pemerintah
Desa harus menunjung tinggi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan
tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan
perlindungan.* Apabila terciptanya ketiga fungsi tersebut akan dipastikan
masyarakat desa merasa sangat puas atas kinerja pemerintah desa yang
kemudian akan berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik merupakan sebuah pelayanan yang diberikan oleh
pemerintahan desa kepada masyarakat desa, dengan adanya hal tersebut
masyarakat desa diharapkan akan mendaptkan kemudahan sepertti contoh
adanya pelanyanan ktp, surat pengantar berkelakuan baik dan lain - lainnya.
Pelayanan pembangunan adalah pelayanan pemerintahan desa dalam bentuk
melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningktana pendapatan
warga desa baik secara langsung maupun tidak langsung®. Pembangunan
diharapkan menciptaka adanya gairah ekonomi yang kuat sehingga adanya
pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini mayoritas penduduk desa berprofesi
sebagai petani. Dengan adanya pembangunan sarana dan prasana penunjang
aktifitas tersebut dimungkinkan adanya lonjakan ekonomi yang Kkuat.
Kemudian adanya pelayanan perlindungan, hal ini dimaksudkan adanya

perlindungan baik dari segi keamanan maupun hukum yang mempayungi

4 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Ctk Pertama,
Erlangga, Jakarta, him. 103.
% 1bid., him 104.



masyarakat desa. Masyarakat desa akan merasakan kehidupan yang aman dan
tentram dari segala tindak yang merugikan masyarakat desa.

Otonomi daerah merupakan harapan baru sekaligus dasar bagi
pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan
dan aspirasi masyarakat Desa. Otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat
membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, Hal itu
jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program
pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat desa.Dalam hal ini otonomi daerah memberikan
dampak positif bagi pemerintahan Desa maupun masyarakatnya sendiri karena
adanya kebebasan untuk bertidak dan melakukan sesuai kebutuhan. Selain itu
semakin transparannya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya

rantai birokrasi.

Undang — Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon No. 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa disebutkan tentang Pmerintahan Desa :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan

nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang



anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan

wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Dalam hal ini, untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, terdapat dua
lembaga yaitu pemerintah desa dan Badan Perrmusyawaratan Desa. Badan
Permusyawaratan Desa merupakan badan legislasi dalam tingkatan Desa dan
merupakan sebuah perwujudan demokrasi yaitu peran serta masyarakat desa
untuk membangun Desa. Dalam hal lain, bahwa Badan permusyawartan desa
kedudukannya setara dan merupakan mitra kerja dengan pemerintahan desa.
Badan permusyawaratan desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraa

pemerintahan desa.

Tugas, wewenang serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa sangatlah
penting keberadaannya. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai posisi
kedudukan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sebagai penyalur
aspirasi. Aspirasi masyarakat diformulasikan dalam kebijakan desa, untuk
kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat.Oleh karena itu, keberhasilan
sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta kesejahteraan
dipedesaan sangat tergantung pada seberapa efektif Badan Permusyawaratan
Desa tersebut melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenangnya.

Badan Permusyawaratan mempunyai kewenangan dalam melakukan
pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pengertian pengawasan adalah suatu
bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya

penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam



pencapaian tujuan dan pelaksanaan organisasi.® Pengawasan terhadap
pemerintah desa sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh Kinerja
pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Selain itu
pengawasan juga sebagai daya tangkal untuk mengurangi segala bentuk
penyelewengan, penyimpangan ataupun tidak bekerjanya fungsi pemerintah
desa sebagaimana mestinya. Pengawasan tersebut haruslah berjalan terus
menerus dan berkelanjutan sehingga mencapai hasil yang maksimal. Dalam
melakukan pengawasan tidaklah mudah, harus adanya aparat didalamnya yang
handal, cerdik dan moralitas yang ditingkatkan dalam mengurusnya. Badan
Permusyawaratan Desa jelas merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang
kedudukannya sejajar dan berdampingan melaksankan fungsi pemerintah desa.
Bila tidak adanya keselarasan diatara keduanya akan dipastikan berdampak
buruk pada masyarakat desa atas kinerja kerja.

Di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, penulis
meneliti sedikit tentang desa tersebut, telah banyak sekali perkembangan di
berbagai sektor khususnya ekonomi dan pembangunan fasilitas umum di Desa
Cupang. Hal tersebut sangatlah membantu masyarakat untuk menunjang
kebutuhan hidup sehari — hari. Desa Cupang merupakan daerah perbatasan
antara Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalangeka yang berada di ujung
barat Cirebon. Secara geografis berada di kaki gunung, hal tersebut
berpengaruh terhadap mata pencaharian yang sebagian besar sebagai petani.

Melimpahnya sumber daya alam yang berada di Desa Cupang membuat

® Soejamto, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, him. 63.



pemerintah desa dituntut untuk melakukan pembangunan. Pembangunan
tersebut harus disertai dengan peranan Badan permusyawaratan Desa dalam
menjalankan tugas dan kewajiban badan tersebut. Badan Permusyawaratan
Desa mempunyai tugas dan kewajiban yang diantaranya adalah sebagai
pengawasan dari kinerja penyelenggaraan pemerintah desa. Tugas dan
kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara maksimal ataukah hanya sebagai
formalitas belaka untuk memenuhi unsur adanya Desa. Selain itu penulis
mengetahui dalam rapat desa beberapa kali ditemui banyaknya ketidaksesuaian
antara pemerintah desa dan Badan Permusyarawatan Desa mengenai pendapat
— pendapat dalam menjalankan kebijakan - kebijakan pemerintaha desa
kedepan dan kurangnya keefektifan Badan Permusyawaratan Desa dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Telah begitu banyak peraturan yang
mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tanpa implementasi
yang jelas menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana
sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa
dalam penyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi simbol demokrasi
tanpa implementasi, ataupun hanya membuang — buang waktu, tenaga dan
anggaran dana yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Oleh
karena itu penulis tertarik untuk menggangkat topik tentang ”Peranan Badan
Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintah di
Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon Menurut Perda
Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawarakata Desa”.



B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi

masalah penelitian adalah :

1. Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi
penyelenggaraan pemerintah Desa Cupang, Kecamatan Gempol,
Kabupaten Cirebon menurut Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015
tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarakatan Desa?

2. Apakah faktor penghambat Badan Permusyawarakatan Desa dalam
mengawasi penyelenggaraan pemerintan Desa Cupang, Kecamatan

Gempol, Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui efektifitas peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengawasi penyelenggaraan pemerintah Desa Cupang, Kecamatn Gempol,
Kabupaten Cirebon.

2. Mengetahui faktor penghambat Badan Permusyawarakatan Desa dalam
mengawasi penyelenggaraan pemerintah Desa Cupang, Kecamatan

Gempol, Kabupaten Cirebon.

D. Tinjauan Pustaka

Desa secara maknawi dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan

sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai



system pemerintahan sendiri’. Secara sosiologis desa diartikan sebagai sebuah

kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dengan mengenal satu sama lain.

Disebutkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan
Badan Permusyawaratan Desa bahwa “desa adalah desa dan desa adat atau
yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”  dalam hal ini berarti desa memiliki

kewenangan yang sangat luas untuk mengatur segala aktifitas dialamnya.

Pemerintah Desa mempunyai 3 unsur pokok, yaitu kepala desa/kuwu,
pamong desa dan rapat desa. Kepala desa/kuwu adalah penguasa tunggal dari
desa. Bersama — sama dengan pembantunya yaitu pamong desa. Kepala desa
merupakan pelaksana dan peyelenggara dari urusan rumah tangga ditingkat

desa dan selain itu adanya urusan pemeirintahan.

Pemerintah Desa bisa ditunjuk sebagai penguasa wilayah setempat yang
disebut desa. Dalam prinsipnya pemerintahan dapat diterjemahkan dalam arti

luas dan sempit, artinya tugas dan wewenang pemerintah itu dapat diperluas

" Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Balai Pustaka, Edisi
Kedua, Ctk VII, Jakarta, 1995, him. 226.



dan dipersempit dengan membentuk organ- organ atau badan — badan dalam
pemerintahan itu  sendiri®.sebagai  perwujudan demokrasi  didalam
pemerintahan desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sinergisitas pemerintah desa yang terdiri
dari kepala desa / kuwu dan perangkat desa dan anggota badan

permusyawaratan desa sesuai dengan harapan dan cita — cita hukun itu sendiri.

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan
kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama
lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan
tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin

masyarakat. °

Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu
dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis
maupun kegiatan dalam wilayah®®

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah mengalami banyak
perubahan sejak pada masa orde baru sampai sekarang. Menelisik kembali
sejarah BPD itu sendiri dimulai dari Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang
tercantum dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1979. Lembaga Musyawarah

Desa adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang keanggotannya

8 Moh. Fadli, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif, Ctk Kedua,
UB Press, Malang, 2013, him. 9.

% Lihat Penjelasan UU No. 6 tahun 2014.

10 jhat Pasa | 1 ayat (17) Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015.
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terdiri atas kepala — kepala Dusun, Pimpinan lembaga — lembaga
Kemasyarakatan dan pemuka — pemuka Masyarakat di Desa bersangkutan®®,
Dengan kata lain, Lembaga Musyawarah Desa adalah suatu wadah partisipasi
masyarakat didalam ikut serta mengatur, merumuskan serta memutuskan

segala putusan-putusan desa, serta mengawasi jalannya desa.'?

Setelah bergulir seiringnya waktu, LMD berubah menjadi Badan
Perwakilan Desa (BPD). Ketentuan tersebut tercantum dalam UU No. 22
Tahun 1999. BPD menjadi ajang demokrasi dan sebagai bentuk krtik dan
kekecewaan atas fungsi LMD. Jika dulu LMD merupakan lembaga korporatis
yang diketuai secara ex official dan didominasi oleh kepala desa, sekarang
kepala desa ditempatkan sebagai eksekutif sementara BPD sebagai badan
legislative yang terpisah dari kepala desa.'®* Dengan kata lain , lahirnya BPD
telah membawa pergeseran kekuasaan yang lebih jelas antara Kepala Desa
sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan BPD sebagai pemangku lembaga

legislatif?.

Pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 209 menyatakan bahwa, “ Badan
Permusyawartan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala
desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.” Dalam hal ini dapat

dicerna bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebutan nama Badan

11 Lihat Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1979 .

12 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa :Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan
Hingga Era Reformasi, Ctk Pertama, Setara Press, Malang, 2015, him. 163.

13 1bid., HIm.181.

1% 1bid., dikutip dari Sutoro Eko, “Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa”,
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Perwakilan Desa. Dengan kata lain Badan Perwakilan Desa diubah menjadi

Badan Permusyawaratan Desa.

Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan masyarakat
desa merasa aman karena adanya paying hukum yang lebih kuat untuk
melindunginya dibandingkan dengan UU no. 22 Tahun 1999 maupun UU No.
32 Tahun 2004 tentang pengaturan desa yang selama ini diperdebatkan dengan
sangat panjang oleh para politisi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
UU No. 6 Tahun 2014 telah mengalami penguatan dibandingkan dengan BPD
dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Disini ada penambahan fungsi BPD yaitu pada huruf ¢ yaitu melakukan
pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004,dimana pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan
Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wadah dari aspirasi
masyarakat, yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat sebuah
keputusan pemerintah Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
merupakan penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisiannya
dilakukan secara demokratis.’. dengan demikian, kepengurusan dari Badan
Permusyawaratan Desa diproses secara langsung melalu musyawarah

masyarakat.

15 Ni’matul Huda, Hukum...,Op.Cit., HIm. 215.
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Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan
asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian
dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta
hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan
keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang
bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan
Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari
Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata
skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan
dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk
dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk Desa
yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program

yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

16 |ihat Penjelasa UU No. 6 Tahun 2014 .
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E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalan peranan Badan Permusyawaratan Desa
dalam mengawasi penyelenggaraan desa yang berlokasi di Desa Cupang
Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
2. Subjek Penelitian
Subjek Penelitiian ini berada dilokasi Desa Cupang Kecamatan
Gempol Kabupaten Cirebon dengan pihak — pihak didalamnya yang akan
dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi. Cara yang digunakan
peneliti adalah Non-Probality Sampling, ialah yaitu semua keputusan
ditangan peneliti, dengan demikian tidak adanya dasar — dasar yang dapat
digunakan untuk seberapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili
populasinyal’.Subjek penelitian tersebut terdiri dari :
a. Kepala desa yaitu bapak Casmana,
b. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua yaitu
Bapak Endang, S. Pd, wakil ketua yaitu Abdul Hasan, sekretaris
Edi K, bendahara ibu Suhemi, dan anggota yaitu bapak Rusdi,
bapak Rasita, bapak Nandang
c. Tokoh masyarakat Desa Cupang yaitu bapak Tarmidi, bapak H.

Sudirah, bapak Sajim, bapak Tarbani, bapak Wakyad.

17 Burhan Ashshofa, metode Penelitian Hukum, Ctk Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, him. 87.
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3. Sumber Data
Sumber data penelitian terdiri dari
a. Data primer
Sumber data primer yaitu hasil wawancara dan kuisioner dengan
subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris,
anggota dan tokoh masyarakat di Desa Cupang Kecamatn Gempol
Kabupaten Cirebon
b. Data Sekunder
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari bahan
hukum primer yaitu:
e Undang — Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
e Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015
tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
e Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku — buku hasil
penelitian dll.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan
cara wawancara, kuisioner dan observasi. Disamping itu, peneliti juga

menggunakan studi pustaka
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5. Pendekatan yang Digunakan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan
perundangan — undangan dan sosiologis.
6. Analisis Data
Data yang diperoleh dari kepustakaan maupundari lapangan diolah
dengan menggunakan metode deskriktif kualitatif, disusun secara
sistematis, diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya
dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh

jawaban permasalahan.

F. Kerangka SKripsi

Pembahasan dalam skripsi ini ditulis dalam 4 bab, secara garis besar
ditulis sebagai berikut :

1. Bab pertama merupakan pendahuluan, dimana dalam bab ini menguraikan
latar belakang mengapa melakukan penelitian ini, penulis mengambil topik
tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi
Penyelenggaraan Pemerintah Desa Cupang, Kecamatan Gempol,
Kabupaten Cirebon Menurut Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2015
tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarakata Desa. Selain
menguraikan permasalahan, hal lainnya membahas mengenai rumusan
masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang
digunakan, kerangka skripsi dan daftar pustaka sementara.

2. Untuk selanjutnya bab kedua menguraikan kajian secara teoritis atau

tinjauan umum, didalamnya menguraikan tentang Pemerintah Desa, Badan
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Permusyawaratan Desa, Kepala Desa/Perangkat Desa dan Sumber
Pendapatan Desa.

Bab selanjutnya yaitu bab tiga menguraikan dan membahas mengenai hasil
penelitian yang dilakukan, hasil penelitan tentang gambaran desa dan
peranan Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan secara realita nya
yang berada di Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon di
sesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah kabupaten Cirebon No. 2
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Bab terakhir yaitu bab keempat, menguraikan hasil dari penelitian secara

keseluruan dan ditarik dalam sebuah kesimpulan.
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BAB I1

TINJAUAN UMUM TENTANG DESA DAN PEMERINTAHAN DESA

A. Pengertian Desa

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, secara etimologis istilah desa
berasal dari kata “swadesi”, bahasa sansekerta yang berarti wilayah, tempat
atau bagian mandiri dan otonom . Istilah tersebut diintrodusir kembali oleh
Soetarjo Kartohadikoesoema bahwa “perkataan”desa”, “dusun”,”desi’(kata
swadesi sama halnya dengan perkataan “negara;,”negeri”,”’nagari”,”’negory”
yang berasal dari perkataan “negorami’), kata tersebut berasal dari perkataan
Sanskrit (Sansekerta) yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran.'®
Namun, adanya sedikit perbedaan mengenai Desa menurut Ateng Syafrudin
yakni “swagarma (gramani), dhisa, marga, nagari, mukim, Kuria,
tumenggungan, negorey, wanua atau negoriy, manoa, banjar dan penanian.*®

Secara maknawi pengertian desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang
mempunyai system pemerintahan sendiri.?® Desa mencangkup suatu wilayah
yang didalamnya terdapat berbagai masyarakat dan mempunyai tata caranya
sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.

Secara sosiologis, definisi desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan

masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu

18 Moh. Fadli, Pembentukan...,0p.Cit., him 3.
19 1bid., hal 4.
20 |pid.
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lingkungan yang saling mengenal.?* Dalam pengertian sosiologis tersebut
dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut hidup dengan sederhana tanpa
mengenal hidup yang mewah, saling mengenal, hidup dengan bergotong
royong dan saling membantu sesame, ketergantungan dengan alam, pada
umunya hiidup di bidang pertanian seperti bercocok tanam, bersifat jujur dan
ramabh serta relatif berpendidikan yang rendah.

Menurut Soerjono Soekanto mengenai Desa dari perspektif antropologis
melihat desa sebagai suatu kumpulan manusia atau komuniti dengan latar suatu
lingkungan atau geografis tertentu yang memiliki corak kebiasaan, adat istiadat
dan budaya dalam kehidupannya, adanya upaya eksistensi hidup dan di nilai
estetika yang dimiliki menndorong adanya perbedaan karakter dan corak
budaya yang dimiliki antara suatu desa dengan desa lainnya, baik antara desa
pesisir dengan desa di pegunungan atau desa di pedalaman. 2

Secara historis bahwa desa adalah cikal bakal dari adanya masyarakat
politik dan pemerintahan di Indonesia. Desa sudah ada sejak zaman dahulu
dengan mempunyai pemerintahan sendiri yang ada di Indonesia, dengan
berbagai macam jenis desa yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia

Secara ekonomi, desa merupakan suatu lingkungan di suatu wilayah
dengan penduduk masyarakatnya berusaha memenuhi kebutuhan sehari — hari
dengan memanfaatkan sumber daya alam disekitar. Sedangkan Desa menurut

yuridis — politis bahwa desa seringkali dipandang sebagai suatu pemerintahan

2L 1bid.
22 1bid.
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terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
identitas, entitas yang berbeda — beda dan memiliki batas — batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam system Pemerintahan NKRI%,

Menurut beberapa ahli mendefinisikan Desa sebagai berikut :

a. R. Bintarto ( 1968 : 95 ) mengatakan bahwa Desa adalah suatu
perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur — nsur fisiografis
social ekkonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situdalam
hubungan dan pengaruh timbalik balik dengan daeraah — daerah lain.

b. P.J Bournen (1971 : 19 ) mengatakan bahwa Desa adalah salah satu
bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang,
hamper semuanya saling mengenali : kebanyakan yang termasuk
didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha —
usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan
dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan — ikatan keluarga yang
rapat,ketaatan, dan kaidah — kaidah social.

c. I Nyoman Bearha (19882 : 27) mengatakan bahwa Desa adalah Desa
atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakn kesatuan
masyarakat hukum berdasarkan susunan ahli adalah suatu “badan
hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan “, yang merupakan
bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginnya.

d. R.H. Unang Soenardjo (1984 : 110 mengatakan bahwa Desa adalah
suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang
menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas — batasnya ;
memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena
seketurunan maupun karena sama —sama memliki kepentingan politik,
ekonomi, social dan keamanan; memililki susunan pengurus yang
dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak
menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

e. B.N. Marbun (1980 : 19) desa adalah satu daerah hukum yang ada
sejak yang beberapa keturunan dan mempunyai ikatan social yang
hidup serta tinggal menetap distuatu daerah ternetntu dengan adat
istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang
pemimpin formil yaitu kepala desa.?

2 bid., him. 5.
24 Sjagian, Pokok — Pokok Pembangunan Masyarakat Desa, Offset Alumni, 1983, him. 3.
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Perumusan secara formal desa dalam UU. No 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa Desa adalah :
“...suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk
sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan
terendah  langsung  dibawah  Camat dan  berhak
menyelnggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia...”
Didalam UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah
disebutkan bahwa desa adalah :
“...kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di
daerah kabupaten...”
Selanjutnya, dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
disebutkan bahwa desa adalah :
“...Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia...”
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Selanjutnya pengertian Desa dari Undang — Undang No. 23 Tahun 2014
tentang Pmerintahan Desa dan senada dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Cirebon No. 2 Tahun 2015 bahwa Desa adalah :

“... Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia...;

B. Pemerintahan Desa Pasca Kemerdekaan — Era Reformasi

1. UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah

Menurut UU No. 22 Tahun 1948 tenang Pemerintahan Daerah, desa
ditetapkan sebagai salah satu bentuk pemerintah daerah. Pada UU No. 22
Tahun 1948 Pasal 1 ayat (1), “Daerah negara Republik Indonesia tersusun
dalam tiga tingkatan: Provinsi , Kabupaten, (Kota Besar), dan Desa (Kota
Kecil, marga dan sebagainya), yang berhak mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri.” Menurut UU ini Desa diposisikan sebagai daerah
tingkat 111. Tujuan dari adanya UU tersebut antara lain untuk mengadakan
restrukturisasi wilayah desa dengan membentuk desa — desa baru dengan

wilayah yang lebih luas. Namun, walaupun UU No 22 Tahun 1948
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mengandung gagasan dasar yang dikehendaki Pasal 18 UUD 1945 (
diutarakan oleh Yamin, Soepoomo, Ratulangi, dan Amir).

Menurut Ni’matul Huda, dalam kenyataannya tidak mencapai apa
yang diharapkan, seperti pertama Desa sebagai bagian penting susunan
pemerintahan daerah tidak diperbaharui sebagaimana dikehendaki oleh
UU No 22 Tahun 1948. Akibatnya, Desa yang diharapkan sebagai
tumpuan penyelenggaraan kemakmuran tidak berperan sebagaimana
mestinya. Kedua, UU No. 22 Tahun 1948 tidak diikuti dengan
pembaharuan perangkat peraturan perundang — undangan pendukung.?
Selain adanya masalah — masalah yang diutarakan di atas, pada saat UU
No. 22 Tahun 1948 dikelurkan, pada saat itu negara masih dalam keadaan
dan ancaman dari negara penjajah yaitu Belanda, Undang — Undang ini
tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu kondisi desa tidak mengalami

perubahan ke arah yang lebih baik dan cenderung lari di tempat.

2. UU No 1 Tahun 1957 tentang Pokok — Pokok Pemerintahan Daerah
Pemerintah menyadari bahwa Undang — undang No. 22 Tahun 1948
kurang cocok untuk dilaksanakan terus, oleh karena itu maka pada tahun
1957 telah diundangkan Undang — Undang No. 1 Tahun 1957 tentang
Pokok — pokok Pemerintahan Daerah.?® Menurut UU No. 1 Tahun 1957

wilayah Republik Indonesia terbagi menjadi daerah besar dan kecil yang

25 Ni’matul Huda, Hukum...,op.cit., him 126.
2 G. Kartasapoetra, Desa dan Daerah : Dengan Tata Pemerintahan, Bina Aksara, 1986, him. 136.
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berhak mengurus rumah tangganya sendir, dan yang merupakan yang
sebanyak — banyaknya tiga tingkat yang derajatnya dari atas kebawah
adalah sebagai berikut :

a. Daerah Tingkat ke I, termasuk Kotapraja Jakarta Raya,

b. Daerah Tingkat ke 11, termasuk Kotapraja,

c. Daerah Tingkat ke 11

Menurut Sutoro Eko, mengenai pembentukan Daerah Tingkat I11,
menurut UU No. 1 Tahun 1957, harus dilakukan secara hati — hati, karena
daerah itu merupaka batu dasar pertama dari susunan negara, sehingga
harus diselenggarkan secara tepat pula karena daerah itu bertalian dengan
masyarkat hukum Indonesia yang coraknya beragam, yang sulit
semabrangan untuk dibikin menurut satu model.?’

Dalam perkembangannya, UU No. 1 Tahun 1957 tidak
mencerminkan simbol negara Indonesia yaitu adanya musyawarah, adanya
ketegangan — ketegangan dan adanya perpecahan. Perpecahan dan jatuh
menjatuhkan di pusat dan menjalur ke daerah, mengakibatkan kemajuan —
kemajuan tidak bisa diusahakan, dalam hal pembentukan konstitusi saja
hamper mendekati 3 tahun macet total, maju tidak mundurpun tidak,
apalagi dalam pelaksanaan pembangunan — pembangunan .28

Sehubungan dengan adanya kemacetatn totoal Konstituante dalam

menciptakan undang — undang Dasar baru, maka tidak ada jalan lain bagi

27 Ni’matul Huda, Hukum..., Loc.Cit.
28 . Kartasapoetra, Desa...,Op.Cit., HIm. 138.
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presiden demi menyelamatkan bangsa dan negara dengan mengeluarkan
dekrit presiden 5 Juli 1956. Menurut Ni’mamtul Huda, dikeluarkannya
dekrit presiden 5 Juli 1956 membawa perubahan yang dundamnetal bagi
Indonesia yang memberlakukakn kembali UUD 1945 dengan berlakunya
UUD 1945, maka pemerintahan didaerah sebagaimana diatur dalam UU
No. 1 tahun 1957 yang merupakan pelaksana UUDS 1950 tidak sesuai lagi,
oleh karena hal ini, pada 7 November 1959 dikeluarkanlah Penetapan
Presiden No. 6 Tahun 1959 tentang Pemmerintahan Daerah dan kemudian
isinya pada 7 November 1959 disepurnakan dan dimuat dalam lembaran
Negara 1959 Nomor 129 dan Tambahan Lemabaran Negara No. 1896

yang berlaku surut mulai 7 September 1959. 2°

3. UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok — Pokok Pemerintahan Daerah
Menurut UU No. 18 Tahun 1965 Pasal 1 ayat (4), yang dimaksud

dengan "Desa" atau daerah yang setingkat dengan itu adalah kesatuan
masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan
mengurus rumah-tangganya sendiri seperti dimaksud dalam penjelasan
Pasal 18 Undang-undang Dasar. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2)
mengatakan bahwa sesuatu atau beberapa desa atau daerah yang setingkat
dengan desa, dengan mengingat kehidupan masyarakat dan kemajuan
perkembangan sosial ekonominya serta dengan memperhatikan peraturan-

peraturan hukum adat dan susunan asli yang masih hidup dan berlaku,

29 Ni’matul Huda, Hukum..., Op.Cit., him. 129.
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dapat dibentuk menjadi Daerah tingkat Ill.Penjelasan Pasal 4 ayat (2)

mengatakan bahwa :

“Ayat (2) Pasal ini tidaklah harus ditafsirkan, bahwa Daerah
tingkat 111 baru akan dibentuk, apabila kehidupan masyarakat
dan perkembangan sosial ekonomi suatu atau beberapa desa
atau Daerah yang setingkat dengan desa sudah mencapai
tingkat taraf tertentu, sehingga sebelum taraf itu dicapai tidak
akan dibentuk Daerah tingkat Il, melainkan maksudnya ialah
hal-hal itu diperhatikan untuk menentukan, apakah suatu atau
atau beberapa desa dan Daerah yang setingkat dengan desa
dibentuk menjadi Daerah tingkat I11.”

Menurut Kartosapoetra, UU No. 18 Tahun 1965 adanya
penyelewengan dengan mencerminkan adanya liberalisme,
imperalisme dan komunisme, hal tersebut bukan tempatnya untuk
dikembangkan di tanah Air Kita, karena bangsa Indonesia memliki
sendiri secara tradisi satu dasar dan garis pandangan hidup yang

lebih sesuai dan lebih unggul yaitu, Pancasila.*

4. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja
Bersamaan dengan diberlakukannya UU. No. 18 Tahun
1965, lahir pula UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Undang

— undang ini dimaksudkan untuk menggantikan semua peraturan —

%0 G. Kartasapoetra, Desa..., Op.Cit., HIm. 146-147.
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peraturan tata pedesan yang masih mengandung sifat — sifat

kolonial foedal yang masih berlaku di Indonesia. Menurut Liang

Gie, UU No. 1 Tahun 1965 mempunyai tujuan — tujuan sebagai

berikut :3

a. Menggantikan semua peraturan perundangan tentang desa
yang bersifat kolonial feudal dan telah usang.

b. Menciptakan suatu undang — undang nasional yang menjamin
tata pedesaan yang lebih dinamis dan penuh dayaguna untuk
ikut menyelesaikan revolusi nasional yang demokratis dan
membangun nasional semesta.

c. Mengatur kesatuan — kesatuan masyarkat hukum di seluruh
Indonesia  menjadi  desapraja  untuk  mempercepat
terbentuknyab daerah tingkat 11l menurut UU No. 18 tahun
1965 tentang Pokok — pokok Pemeerintahan Daerah.

Menurut UU No. 19 Tahun 1965 disebutkan bahwa tidaklah
berada di dalam dan tidak menjadi bawahan daerah tingkat IlI,
tetapi adalah sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat
terwujudnya Daerah Tingkat Il diseluruh wilayah republic
Indonesia. Desa Praja dimaksudkan adalah kesatuan masyarakat
hukum yang tertentu batas — batas daerahnya, berhak mengurus

rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai

harta benda sendiri.

5. UU No. 5 Tahun 1979 tetang Pemerintahan Desa
Menurut Taliziduhu Ndraha, UU yang menggantikan UU

No. 19 tahun 1965 sudah ada yaitu UU No. 5 Tahun 1979 tentang

31 Ni’matul Huda, Hukum..., Op.Cit., him. 133.



32 Taliziduhu Ndraha, Dimensi — Dimensi Pemerintahan Desa, Ctk Kedua, Bina Aksara, Jakarta,

Pemerintahan Desa. Boleh dikatakan, pemerintahan desa sejak 5
Juli 1969 itu sampai tanggal 30 November 1979 berjalan tanpa
kepastian hukum.®2
Undang — Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa menurut AW Widjaja bertujuan untuk menciptakan
kepastian hukum dan untuk menyeragamkan kedudukan
pemerintah desa dan ketentuan ketentuan adat — istiadat yang
masih berlaku, maka secara otomatis semua kesatuan
pemerintahan desa yang disebut marga dihapuskan dengan
perangkat — perangkatnya yang ada dan sekaligus dibentuk
pemerintahan desa yang lingkup kekuasan wilayahnya meliputi
wilayah dusun lama yang berada dibawah naungan eks marga
yang dihapuskan.®
Menurut C.S.T Kansil, sesuai dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat No. IV/MPR/1978 tentang Garis — garis
Besar Haluan Negara yang bertujuan untuk tidak saja menertibkan
hukum dan menciptakan kepastian hukum, maka sudah saatnya
pula untuk membuat suatu Undang — undang nasional yang
mengatur pemerintahan Desa sebagai pengganti UU No. 19 Tahun

1965, sesuai dengan perkembangan orde baru yang berniat

1984, him. 1.
3 AW Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, Ctk Pertama, RajaGrafindo, Jakarta,

him. 4.
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sunggug — sungguh melaksanakan dan  mensukseskan
pembangunan.3

Menurut Daeng Sudirwo, sebelum lahirnya Undang —
Undang No. 5 Tahun 1979, pemerintah desa diatur dengan :°

a. Inlandsche Gemeente Ordonnantie yang berlaku untuk
Jawad an Madura (Staatsblad 1936 No. 83)

b. InlandscheGemeente Ordonnantie Buitengewesteng yang
berlaku untuk luar jawa dan Madura (Staatsblad 1938 No.
490 junto Staatsblad 1938 No. 81

c. Indische Staatsregeiling (IS) Pasal 128 ialah landasan
peraturan yang menyatakan tentang wewenang warga
masyarakat desa untuk memilih sendiri kepala desa yang
disukai sesuai masing — masing adat kebiasaan setempat.

d. Herzien Indonesisch Reglement (HIR) dan Reglement
Indonesia Baru (RIB) isinya mengenai peraturan tentang
Hukum Acara Perdata dan pidana pada pengadilan —
pengadilan negeri di Jawad an Madura.

e. Sesudah kemerdekaan peraturan — peraturan tersebut
pelaksanannya harus berpedoman pada Pancasila dan UUD
1945 vyang diituangkan dalam Peraturan Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Kemputusan Rembuk Desa dan
sebagainya.

Memang sebelum dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1979,
maka tidak ada peraturan mengenai desa yang seragam. Adapun
menurut | Nyoman Beratha, , tujuan pokok dikeluarkannya Undang
— Undang No. 5 tahun 1979 ini adalah :®

a. Untuk menyeragamkan kedudukan pemerintahan desa,
dengan mengindahkan pula keberagaman keadaan desa dan
kedudukan adat — istiadat yang masih berlaku;

b. Untuk memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu
menggerakan masyarakat dalam partisipasinya dalam
membangun dan menyelenggarakan administrasi desa yang
makin meluas dan efektif.

3 C.S. Kansil, Desa Kita : Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, .......

% AW Widjaja, Pemerintahan..., Op.Cit., him. 12.

3 | Nyoman Bertha, Desa : Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Ctk Pertama, Ghalia
Indonesia, Jakarta Timur, 1982, him. 42.



Lebih lanjut dalam Pasal 3 pemerintahan desa terdiri dari
kepala desa dan lembaga musyawarah desa yang dalam
pelaksanaan tugasnya Pemerintah Desa dibantu oleh perangkat
desa. Dan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan kepala —
kepala dusun dan perangkat desa terdiri atas sekretaris desa dan
kepala — kepala dusun. Tugas pemerintahan desa adalah
menyelnggarakan rumah tangga sendiri, disamping itu ia dibebani
tugas — tugas pembantu yang diberikan oelh intansi vertical atau
daerah otonom atasan.’

Dalam penjelasan umum UU No. 5 Tahun 1979 tentang
pemerintaha desa, undang — undang ini mengarah kepada
penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan
corak nasional yang menjamin terwujudnya demokrasi Pancasila
secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam
wadah yang disebut Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

Menurut Mashuri Maschab, UU No. 5 Tahun 1979 memang
membawa beberapa hal baru, sehingga telah menyebabkan
terjadinya beberapa perubahan yang prinspipal dalam
penyelenggraan pemerintahan desa di Indonesia, beberapa hal yang
baru adalah 3

a. Secara resmi organisasi pemerintahan pemerintahan yang
terendah dipisahkan antara yang bersifat administrative yaitu

37 AW Widjaja, Pemerintahan..., Op.Cit., him. 6.
3 Ni’matul Huda, Hukum..., Op.Cit., him. 147.



kelurahan, dengan desa yang bersifat otonom. Kebijaksanaan
tersebut mencerminkan kemaun Pemerintah pasca 1965 yang
menginginkan dilaksanakannya asas dekosentrasi sama dan
sejajar dengan asas desentralisasi. Meskipun pada masa
penjajahan Belanda melalui Indische Staatregeling 1854 Pasal
1854 Pasal 128 juga diatur kemungkinan desa yang tidak
memliliki otonomi atau terikat dengan hukum adat, tetapi
setelah kemerdekaan justru timbul keingian yang kuat untuk
mengembangkan otonomi daerah dan memelihara hukum adat
sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 18 UUD 1945. Ide yang
berkembang pada masa itu adalah otonomi daerah yang seluas
— luasnya, yang terlihat denganjelas dalam peraturan
perundang — undangan yang ditetapkan sampal awal tahun
1960. MPRS sendiri dalam siding umum IV tahun 1966 juga
masih menginginkan dilaksanaknnya prinspip otonomi daerah
yang seluas luasnya.

. Untuk pertama kalinya secara nasional, pejabat dan pegawai
organisasi pemerintahan yang terendah dipegang oleh pegawai
negeri. Pada awal pelaksaan ketentua ini, pejabat — pejabat
pemerintahan desa atau setingkat dengan itu yang dijadikan
kelurahan; setelah memenuhi syarat — syarat yang ditentukan
kemudian diangkat sebagai pegawai negeri. Dalam Pasal 24,
30 dan 31 disebutkan bahwa Kepala Kelurahan, sekretaris
kelurahan, kepala — kepala urusan dan kepala — kepala
lingkungan adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Guernur
(bagi lurah) dan oleh Bupati/Walikotamadya bagi lainnya.
Dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, tentu saja para
pejawbat pemerintah kelurahan mempunyai penghasilan tetap
yang lebih pasti didabndingkan dengan pejabat pemerintah
desa.

Penghapusan lembaga perwakilan masyarakat desa. Meskipun
pada prakteknya jarang yang terdapat lembaga dilingkuangn
pemerintahan desa yang secara resmi dinyatakan sebagai
badan perwakilan rakyatatau